
a. bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah Pencipta Arsip
menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah,
standar kearsipan dan ketentuan peraturan perundang
undangan, perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif;

b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu Pedoman
Pengawasan Kearsipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diroaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik lndoneaia
Tahun 1956 Nomor 25),sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),
sebagairoana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Nepra Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3669) ;
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PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN
KEARSIPANDI UNGKUNGANPEMERINTAHDAERAH.

MEMUTUSKAN:

3. Undang-Undang Nomor 43 Tabun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292 Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016
Nomor 10);



Dalam Peratur " .
1. Daerah ad: Bupati iru, yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah ah Daerah Kabupaten Merangin.

pe 1
Daerah adalah Bupati sebagai unsur

nye enggara P .. emenntahan Daerah yang memimpin urusan
pemenntahan . .

3. Bupati adalah YBangmenJadl kewenangan daerah otonom.
upati Merangin

4. Sekretariat D .
M aerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
erangin.

5. Perangkat D ahP aer edalahunsur pembantu Bupati dan Dewan
erw~lan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

~m~nntahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. m aga Kearsipan Daerah adalah Perangkat Daerah yang

melaksanakan tug di bid . di gkunPeme-i as I I ang kearsipan I lin gan
n:me~ntah Kabupaten Merangin yang memiliki tugas pokok,
dingsl: ?an .tanggungjawab di bidang pengeJolaan arsip
m~s maktif, arsip statis dan pembinaan kearsipan.

7. ArSlP adalah rekaman kegiatan atau suatu peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima
oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, Jembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian
dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung
jawab di bidang pengeloJaan arsip dinamis.

9. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai
. kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan
dengan penyelenggaraan kearsipan.

10. Audit Kearsipan adalah proses identiftkasi masalah, analisis,
dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektU
dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan
keandalan penyeJenggaraan kearsipan.

11. Audit Kearsipan Eksternal adalah audit kearsipan yang
dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Ekstemal atas
penye1enggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan Lembaga
Kearsipan.

12. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang
dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Daerah Internal
atas penyelenggaraan kearsipan Perangkat Daerah Pencipta

Arsip. . .
13. Objek Pengawasan adalah pencipta arsip yang ~W8S1. :was
14. Tim Pengawas Kearsipan Daerah ad~ tim Penga

K
. yang dibentuk oleh Bupati dengan tugasearslpan .

lak akan Pengawasan Penyelenggaraan Kearmpanme san .
pencipta arsip dan Lembaga Kearslpan.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasa11



(1) Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2
meliputi:
a. pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearaipan;
b. pengawasan atas penegakan peraturan perundang
undangan dibidang Kearsipan.

(2) Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan.

(3) Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan. lembaga
dan/ atau unit kearsipan bekeIjasarna dengan Inapektorat
Kabupaten Merangin.

Pasal3

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan
penyelenggaraan ke .arsipan dan pengelolaan arsip dinarnis
pada Perangkat Daerah

(2) Pengawasan .
P

penyelenggaraan kearsipan dinamis pada
erangkat Daerah b .dilak se agaimana dimaksud pada ayat (1)
I sanakan secara terkoordinasi oleh Lembaga Kearsipan

dengan Inspektorat Kabupaten Merangin.
(3) Pe~ga~asan penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan

arsip ~amis pada Perangkat Daerah dilakukan dengan cara:
a. audit kearsipan dinamis:
b. monitoring dan eValuasi:
c. penilaian kinerja penyel~nggaraankearsipan;
d. koordinasi penyediaan fasilitas sarana kearsipan.

(4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB II
PELAKSANAANPENGAWASAN

Pasal2

IS. Tim Pen
KearSipa:awas Kearsipan Internal adalah Tim Pengawas
melaksa.n~aerah yang dibentuk oleh Bupati untuk
Perangka pengawasan penyelenggaraan kearsipan

t Daerah
16. LaporanA di '.LAKE adal~ t KearslpanEksternal yang selanjutnya disingkat

audit laporan yang disusun berdasarkan laporan hasil
penyelenggaraan k . .' dLemhag K' earsipan pada pencipta arsip an
a earslpan

17. Laporan AUdit ..LAKl adalah Kearslpan Internal yang selanjutnya disingkat
arsip herd laporan ~ang disusun oleh pimpinan pencipta
Iinakun asarkan hasil audit internal yang dilaksanakan di
6"u..ugannya.



Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a meliputi:
a. penciptaan arsip;
h. pemherkasan dan penataan arsip aktif;
c. program arsip vital;
d. pengolahan dan pelaporan arsip terjaga;
e. pengolahan arsip inaktif;
f. pemeliharaan arsip inaktif;
g. layanan dan akses Arsip Dinamis;
h. penyusutan Arsip, meliputi :

1.pemindahan arsip inaktif yang mempunyai retensi lebih dari
10 (sepuluh) tahun;

2. pemusnahan arsip inaktif yang mempunyai retensi kurang
dari 10 (sepuluh) tahun;dan

3. penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan.

Pasal7

Aspek Pengawasan Kear .
dalam Pasal4 ayat (1) hururs1panbIn.tern.al sebagaimana dimaksud

mehputi:
a. pengelolaan Arsip Dinamis'
b. sumber daya manusia Kear'· dsipan; an
c. prasarana dan sarana.

Pasal6

Aspek Pengawasan K .
dalam Pasal 4 a earslpan eksternal sebagaimana dimaksud
a. ketaatan t rhs (1)hurur a terhadap Pencipta Arsip meliputi:

er adap kundangan h'd etentuan peraturan perundangan-1 ang K .Kearsipan; earslpan dalam penetapan kebijakan
b. program Kear .Slpan'
c. pengolahan Ars' I'lp naktif.
d. penYUsutan Arsip; ,
e. sumber daya m .
f k 1 b anUsla Kearsipan'. e em agaan;dan '
g. prasarana dan saran a.

Pasal5

J BAB III
ENlS DAN ASPEK PENGAWASAN

Pasal4
(1) Jenis Pengaw .

a. pengawasa:s:n K~arslpan terdiri atas:
b. pengawasan ears~pan eksternal;dan

(2) Pengawasan K ke~slpan internal.
dilakukan t earslpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

erhadap beberapa aspek pengawasan.



(l) Lembaga Kearsipan melaksanakan perencanaan program
pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf a dengan menyusun Program Kerja Pengawasan
Kearsipan Tahunan yang meliputi :
a. jadwal waktu pengawasan;
b. objek pengawasan;
c. prioritas;
d. anggaran;
e. jenis dan metode pengawasan;dan
f. langkah kerja.

(2) Lembaga Kearsipan memberitahukan perencanaan program
pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada objek pengawasan.

(3) Pemberitahuan rencana pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jadwal
audit.

Pasalll

BABIV
PROSEDURPENGAWASAN

PasallO

Pengawasan Kearsipan dilaksanakan
dan prosedur sebagai berikut: melalui tahapan kegiatan
a. perencanaan progr
b audit K · am pengawasan Kearsipan;. eannpan;
c. penilaian hasil pe

'. ngawasan kearsipan;dan
d. momtonng hasil pengawasan kearsipan.

Pasal s
Aspek Prasar
Pasal 6 hurur ana ~an Sarana sebagaimana dimaksud dalamc melipUti.a.gedung; .
b. mangan;dan
c. peralatan.

Pasal B
Aspek SUrnbe
dalarn r Daya Man' . . . dPasa! 6 h ~sla Kearslpan sebagaimana dimaksu
a. arsiparis ~ b meliputi:

, meliputi·
1. kedUdUkan h .
2. kompetens"dukum dan kewenangan;
3 1, an. pengangkatan

b. tenaga pen 1 dan pembinaan karir.
k ge ola arsip .
ompetensi. non arSlparis yang meliputi jumlah dan



(1) Tim Pengawas Kearsipan Internal menyampaikan LAKI
sebagaimana dimaksud dalam PasaI14 ayat (3) kepada kepala
Lembaga Kearsipan.

Pasal15

(1) Audit Kearsipan I
12 ayat (1) h nternal .sebagaimana dimaksud dalam Pasal
v' urur b dilaksanakan oleh Tim Pengawasan~earslpan Internal.

(2) Tim Pengawas Kearsipan Internal bertugas:
a. menyusun rencana keIja dan jadwal pengawasan;
b. melakukan audit K . . .earslpan, wawancara, dan verifikasilapangan;
c. menghimpun data/bukti-bukti audit.
d. melakukan rekapituiasi hasil audit. '
e. menganalisis hasil audit' ',
f. melakukan penilaian hasil audit',
g. menyusun laporan hasil audit;dan
h. memonitoring hasil pengawasan.

(3) Hasil pelaksanaan Audit Kearsipan Internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun daIam LAKI.

(4) LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3)memuat materi :
a. dasar hulrum pelaksanaan pengawasan Kearsipan;
b. uraian hasil pengawasan Kearsipan;dan
c. kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.

(5) Sistematika LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kearsipan.

Pasal 14

(1) Audit Kearsipan
Pasal 12 ay Eksternal sebagaimana dimaksud dalam
Kearsipan Dat (1) hurur a dilaksanakan oleh Tim Pengawasaerah Pr . .

(2) Hasil Petak OVmSlsesuai wilayah kewenangannya.
pada ayar (18an)diaan AUdit Eksternal sebagaimana dimaksud

susun dalam LAKE.

Pasal13

Pasal 12
(1) AUdit Kears'

b terdiri d~~an sebagairnana dimaksud dalam PasaII0 huruf
a. audit kear .
b. audit kear s~pan eksternal; dan

(2) AUdit K ~lpan internal.
. earSlpan seb . (1)dllakukan d agatmana dimaksud pada ayat

ditetapkan Ol::~an menggunakan instrumen Audit yang
(3) AUdit Kear' epala Lembaga Kearsipan.

Slpan seb . (1)di1akukan d agatmana dimaksud pada ayat
wawancara. engan melakukan verifikasi lapangan dan



(1) Monitoring hasil Pengawasan Kearsipan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan Lembaga
Kearsipan. .

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk memonitor pelaksanaan tindak Ianjut LAKl.

(3) Laporan hasil monitoring pelaksanaan tindak Ianjut LAKI
disampaikan kepada Bupati.

Pasal18

(1) Lembaga Kearsipan mengumumkan penilaian hasil
pengawasan Kearsipan.

(2) Pengumuman penilaian hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam website Lembaga
Kearsipan dan media cetak.

Pasal17

Pasal16
(1) Tim .Pengawas Kear.

Kearslpan Internal Slpan Ektemal dan Tim Pengawas
kearsipan seba . memberikan penilaian hasil pengawasan
atas haeil peng&!rnana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c

gawasan k .LAKE dan LAK. earslpan yang dituangkan dalam
(2) Besaran penUaian h .

dimaksud pada a asil pengawasan kearsipan sebagaimana
. yat (1) t b .a. nilai 91 (sembil er agl atas:

berkategori sanan Puluh satu) sampai dengan 100 (seratus)
. . gat baik;

b. nilai 76 (tujuh ul
puluh) berkat p. uh enam) sampai dengan 90 (sembilan

egon baik·
c. nilai 61 (enam uluh '

lima) berkat ~ satu] sampai dengan 75 (tujuh puluhegon cukup.
d. nilai 51 (lima puluh '

berkat . kur satu] sampai dengan 60 (enam puluh)egon ang; dan
e. nilai 0 (nol) sam .Pal dengan 50 (lima puluh) berkategori

buruk.

(2) Kepala Lemb
dim aga Kears·

aksud pad lpan menyampaikan LA.KI sebagaimana
Kepala Arsip Naa.ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan

(3) La SIOnalR .poran sebagahn epublikIndonesm.
paling lambat padaa: dimaksud pada ayat (1) disampaikan

(4) Kepala Perangkat ggal31 Oktober setiap tahunnya.
pengawasan wa·.b Daerah dan pencipta arsip selaku objek
dal Ul men: .am LAKI. IUndaklanjuti rekomendasi perbaikan



. djme1ap,xl. Internal sebagaunana
(1) Tim Pengawas Kearslpan huruf b bertugas IlJI"hIrenakan

dalam Pasal 19 ayat (1) . D:~"""";s terhadap PtnI:IIIrat1 Iaan Arsip UUU'''Pengawasan Penge 0

Daerah.

Pasal21

(1) Tim Pengawas }(ears'
dalam Pasal 19 Ipan Eksternal sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf a memiliki tugas:
a. menyusun rencana kerja aUdit;
b. melaksan~ audit kearsipan;
c. menyusun nsalah hasil audit kearsipan semen tara;
d. menyusun laporan audit kearsipan;
e. melaksanakan mOnitoring tindak lanjut hasil pengawasan

kearsipan;dan
f. menyusun LHM.

(2) Struktur Tim Pengawasan Kearsipan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pengarah : Sekretaris Daerah
b. Penanggungjawab : Kepala Lembaga Kearsipan Daerah
c. Ketua Tim : Pejabat administrator bidang kearsipan, atau

Arsiparis Kategori Pilihan
d. Anggota : 1. Pejabat Fungsional Arsiparis;

2. Pejabat fungsional Auditor pada Inspektorat;
3. Pejabat fungsional tertentu lainnya yang

setara;
4. Pejabat Pengawas bidang Pengawasan;
dan/atau

5. Pejabat Pelaksana.

PasaI 20

TIM PE BAB V
NGAWAS I<EARSIPAN

PasaI 19
(1) Pengawasan }(e .

dilak arSlpan di
. sanakan oleh Tim Pe Daerah Kabupaten Merangin

(2) Tun Pengawas r... ngawas }(earsipan Daerah.l\.earsip .
(1) melipUti: an sebagahnana dimaksud pada ayat
a. Tim Pengawas r... •

. .l\.ears1panEkb. Tim Pengawas }(e' sternal;dan
(3) Anggota Tim pe arSlpan Internal.

.. ngawas seba .
wajib mengikuti bimbo g~ana dimaksud pada ayat (2)

(4) Tim Pengawas seb:g~ teknis pengawasan kearsipan.
beIjumlah ganjil dan g~ana dimaksud pada ayat (2)

(5) Ketentuan Iebih Ian' pahng banYak 7 (tujuh) orang.
Kearsipan Internal J::en~enai keanggotaan Tim Pengawas
huruf b ditetapkan d agatmana dimaksud pada ayat (2)

engan }(eputusan Bupati.



(1) Tim Pengawas seb .
memiliki: agaunana dimaksud dalam Pasal 21 harus

a. integritas;
b. obyektifitas' •
c. kompetensi; dan
d. kemampuan meniaga k ah .. ~ er aSlaan.

(2) Inte.gntas sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. jujur;
b. teliti;
c. bertanggungjawab;
d. bersungguh-sungguh;
e. mampu bekeIjasama yang sehat;
f. menjaga citra; dan
g. mendukung visi dan misi organisasi dalam pelaksanaan

audit.
(3) Obyektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi :
a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya;
b. tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan teIjadinya

benluran kepentingan; dan
c. menolak suatu pemberian dari obyek pengawasan yang

terkait dengan keputusan maupun pertimbangan
profesionalnya.

(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi :
a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dcng:an ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesional,

keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.

Pasal22

(2) Tim Pengawas K .
a. pengarah; earSlpan Internal paling sedikit terdiri dari:
b. penano ....,_ .
k <:l6\.U'&!awab·

c. etua;dan •
d. anggota.

(3) Pengarah 8ebag .
oleh Sekretari aunDana dirnaksud pada ayat (2)huruf a diiabat

s aerah Kab(4) Penan~oia b Upaten Merangin.
QI wa seb .

huruf b dijabat oleh K a&aunana dimaksud pada ayat (2)
(5) Ketua sebagaim ~Pala Lembaga Kearsipan.

paling rendah ana dimaksud pada ayat (2) huruf c rujabat
oleh pe' bamenyelenggarakan ~a t strukrural eselon IV yang

pejabat fUngsional Aru:u~ pengawasan kearsipan atau
(6) Keanggotaan seba .Slpans paling rendah Arsiparis Muda.

terdiri dari 1 gaunana dimaksud pada ayat (2) huruf d
1 (satu) oran (~tu) orang pejabat Fungsional Arsiparis dan

g peJabat Inspektorat Kabupaten Merangin



ALEX SANDER M.P, S.H
NIP. 19751208200501 1004

KEPALA BAGIAN HUKUM

Salinan sesuai dengan aslinya

/0 .A DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR

FAJARMAN

ttd

1:I.ll!S1\.<UJ di Bangko
J-fj h)6-1 2024

DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

MUKTI

ttd

Pj. BUPATI MERANGIN,

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal ~ (}itf&1 2024

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan·

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang~
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta
Daerah Kabupaten Merangin.

BABVI
KE'rENTUAN PENUTUP

Pasal24

(4) Kemampuan menjaga ker . . aksud
pada ayat (I) h f . ahaslaan sebagaimana dunuru d meliputi.
a. mampu dengan h ti h . . ala

. f . a - ati menggunakan dan menjaga seg
b ~d~rmasl yang diperolehdalam PengawasanKearsipan; dan
. menggunakan inf untuk
kepentin an .. ormasi yang diperoleh .

g pnbadi/ golongan diluar kepenttnganorganisasi.



DAERAHKABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR

MERANGIN,

2024

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 2024

BABVI
KE'rENl'lJAN PENUl'UP

Pasal24
Peraturan Bupati iru InU] . be

ti at r1aku pada tanggal diundangkan.Agar se ap Orang mengetah .
Peraturan Bupati i,...· d umYa, memerintahkan pengundangan

..u engan itaDaerah Kabupaten Meran . penempatannya dalam Ben
&In.

(4) Kemampuan me .

pada ayat (1) h~~agda ke%asiaan se"--' dirnnksud
meltp . Udgnlmanna. mllmpu dengan h. Uti:

infonnasi Yang di flU-hati I'llen&gun",t,__ d aga segnlo
'dal< IPeroleh d "'.n.tUl an menj

b. ti men&gunakan. alarn Pengawasan Kearsipan: dan
kepentingan Inforn._ . ruk

Prib di -"<.qSI Yang diperoleh un
organisasi. a /gOlongan diluar kepentingan


